
• ~. Undaxg- ~ Indang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Ke·.1a~:.":_.2~ Negara Lembaran Negara Republik Indonesia 
Ta~_L:::_ 2003 Non101~ 4 7, Tambahan Lembaran Negara 
Ref:L2~:_,c :ndonesia Nomor 4286 ; 

2. U,."d2"1_g- - lnuang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik 
Indonesia T un 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4355; 

3. Undang-Undang Nornor 3 Tahun 2013 tentang 
Pember. tukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa 
'l'e.,:gg·=:. ·:.:_ Trmur [l.embaran Negara Republik Indonesia 
-r- - -i 1 ,.... 1"7 ·18 · '\ .. h L b N a~-l~~---- .c ...... 5 reomor , Tamba: an em aran egara 
Repu u~.:~I{ __ ndonesia Nomor 5396); .~ · 

• 

!:-{UP A TI 1V1ALA T , 

bahwa urr.uk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang­ 
'Jndang Nomor 1 Tahun ?,004 tentang Perbendaharaan 
Negara da::~ _ asal 5 ayat (2), Pasal 59, Pasal 60, Pasal 70 dan 
Pasal 't' ~ ~-eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 xentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, ter ir dengan 
Peraturar; Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang _ 'erubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri No:-.1:0:' 13 Tahun 2016 ten tang Pedoman Pengelolaa.n 
Keuangan Daerah, perlu menetapka 11 Peraturan Bupati 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pembiayaan 
Daeral ~ Kabunaten Malaka . .,_ 

• 
• 

D r!:N GA1 - ru . ;~I\tIA'T TlJHAN YANG MAH.A ESA 

PF:DOr '1P."i.\~- _~·I ~LAKSAN _ N PENGELOL N 
P~MBIAYA,~l\T D .. J\E H - BUPATEN MALA 

TEN'TANG 

~·E-l~--\~" J~i\i BUPA.TI MALA r » 

'"'lV OR 59 TAHUN 2016 

BERI fr. _·1\:8R-t.:\H KABUPA'TEl\T MALA 
PR· F·.T-T:~: 1\IT.JSA TEl\JGGARA Tll\lIUR 

• 
' 
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-,, ' P. er· ""T : g~ .. _._;...,.1,_-G·' -- .....-:.. _ 

..... - ;a , -- - ,.._, ·- - . . . ...__. ' ... . .. . l } :..:: ~ \ ,.__. 
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Da1c1·~ . - .... abupaten Malaka Tahun ?.O 16 Nomor ~2 , :· 

:'.~. U t 1 dr 'l ll J) ~ .'l[ J l u t:--i n g N o 11'11()1' ?, 3 T'ah u n 2 0 14 ten tang 
I e11J i 1t Q 1.: l lf i: \ ·ii Due r. l ti ~ .ernbar an Negara Repu blik 
In ic11111''t,··ii.t1 tf"1:h11n ?,(_) 11,Gi. Nornor ~-),44, Tarnbahan Lernbar-an 
Ncga ra ri :i,,~·1pt ·, bli k If ndoricaia N omor 5587 sebagaimana 
tclah (\1lit1·b~1k1l bcbora pa k:c:111. tcrakhir dengan Undang­ 
Undanj l\11010<11- t) ''J'£1}1un 2()15 tcntang Per-ubah an Kedua 
Atas Un iang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemc.rir1t~ll1r1r1 Daerah Lembaran Negara Republik 
Indon .. ia Tah un 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
N .. gara Republik Indonesia Norn.or 5679 ; 

5. Perattrran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaari Keuarigan Daerah Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan 
Lernbar .. an Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
teritang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diub beberapa kali ter hir dengan 
Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Mal · a Nomor 5 T un 
2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daer 
Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2015 Nomor 
05, Tarnbahari Lernbaran Daerah Kabupaten Malaka 
Nomor 02; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Mal a Nomor 17 Tahun 
2016 tentang Penyertaan Modal Daer pada Perseroan 
Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur Lembaran Daerah 
Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan 
Lernbaran Daerah Kabupaten Mal a Nomor 21 ; 

9. Perat irar Daerah Kabupaten Malaka Nomor 20 Tahun 

Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 
2() . 

' 



• 

un anggaran 

12. 

11. 

10. 

9. 

• 

yang selanjutnya disebut 
Pemerint Daerah selaku 
yang juga mel san an 

7. 

3. 
4. 
5. 

Daer adalah Kabupaten Malaka. 
Pemerirrtah an daerah adalah penyelenggaraan trrusan pemerintahan oleh 
Pernerint Daerah dan Dewan Perwakilan Ra at Daer menurut asas 
otonomi da11 tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalarn sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Perneriritah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malaka. 
Bupati adalah Bupati Malaka. 
...e,\ran Perw ·1a.11 Ra at Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD 
adala Dewan Perwakilan Ra at Daerah Kabupaten Mal a. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adal rencana keuangan tahunan Pemerintah Daer yang 
dib as dan disetujui bersarna oleh pemerint dan DPRD, dan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah 
perangkat daer pada Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah, 
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daer 
SKPKD adalah perangkat daerah pada 
peng na a11 aran peng na barang, 
pengelolaan keuangan daerah. 
Pejabat Pengelola Keuangan Daer yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daer yang selanjutnya 
disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daer . 
Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat 
r, · .Ba c, nk N adalah BUMD milik Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara 
Timur dan bupaten Kota se-Nusa Tenggara Timur. 
Penyertaan modal daer -i adalah bentuk investasi Pemerintah Daer 
pada Badan Usaha Milik Daer dan atau pemanfaatan modal usaha 
daerah oleh Badan Usaha Milik Daerah dengan suatu imbalan tertentu. 

• 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. 
2. 

Menetapkan PE TU N. ll~UPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSAN N 
PENGELOL.1c\AN PEI\IJIBIAY .N DAE H BUPATEN MALA 



, _AL· K.I\ 

ttd 

' BUPATI MALA 

Ditetapkan di Betun 
pada tanggal 2 November 2016 

Pasal 3 
. eraturan ~ upati ini mulai beriaku pada tanggal diundangka 1~1 . 
.. gar setia orang menget · uinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan 
;;...,, _, arr ini .cngan penempa·:a11:i.1.ya dalam Berita Daer Kabupaten Malaka .. 

(1 
Pasal 2 

Ling p Peden an Pelaksanaan Pengelolaa 11 Pembiayaa r1 Daerah, 
• clrpirti : 
a. F- ndahuluan; 
. . enyertaan Modal Pemerintah Daerah; 
c Pernberian Pinjarn ..... · Daerah; dan 
C. p tup. 

( ) .. rt ... ian Pedornan Peiaksanaan Pengelolaan Pernbiayaan Daerah 
bagaimana dirnaksud pada ayat (I}, tercantum dalam Lampiran dan 

rneru · akan bagian yang tid terpisahka 11 dari Peratura 11 Bupati ini. 

... 1gt lolaan Pembiayaan Daerah merupakan suatu 
- 1. e1 >-~11 g me: nur pokok-pokok kcbijakan yang har-us diper hatikan 

1 , 1 c r 1. -domuni ole h Perner in tah Daerah dalam pengelolaan pembiayaan 
· l , <e > 11 . ·,i11g dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

- 4 - 



1.1. Latar Belakang 
Reformasi pengelolaan kei .. ianga 11 I Jegara dan pengelolaa r1 keua ngan 

Daerah ditandai dengan lahirnya berbagai peraturan perundang­ 
undangan di bidang pengelolaan keua r1ga r1, b · · . keuanga 11 1 Tega ra 
maupun keuangan Daerah yang bertujuan tmtuk meningkatkan tata 
kelola keuangan secara tertib, efektif, efisien.ekonomis, trarisparan dan 
bertan ng jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan 
manfaat untuk kepentingan masyarakat. 

Untuk mengeloia keuangan daerah secara efek: if dan efisien 
diperlukan aturan yang kornprehensif dan terpadu sejalan dengan tujuan 
dan tuntutan perkernbangan yang terjadi agar tidak rnenimbulkan 
multitafsir dalam penerapannya. 

Sesuai ketentuan Peraturan IVIenteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 ten g Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas 
tiga komponen utama yaitu Pendapa , Belanja dan Pembiayaan. 

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu 
dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, 
baik pada tahun anggaran yang bersang tan maupun tahun- · un 
anggaran berikutnya. 

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang 
dimaksudkan untuk rnenutup selisih a ntara pendapatan daerah da11 
belanja daerah atai; memanfaatkan surplus anggaran, Apabila 
pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah, rnaka kondisi 
keuangan daerah mengalami defisit anggaran. Defisit tersebut harus 
ditutupi dengan pos pernbiayaan netto. Dan apabila pendapata 11 daer 
.. ebih besar dari belanja daerah, maka kondisi keuangan daerah 
mer.galami surplus anggaran. Surplus -~crse ... ut dapat dipergunakan 
.rntu« pernbayaran - __ :fu1g jangka panjang dan investasi daer pada 
?enge.a.uarar·1 pembiays ·-- aerah. 

Sesuai dengan · ... aturan l\l enteri Daiam Negeri Nornor 1.3 Tahun 
2006 sebagaima na te _1-: diubah denga r1 _ eraturan Menteri Dala 111 Negeri 
Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dala 111 Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuai .. igan Daer , 
Penertmaan Pembiayaen rneliputi: 
~ . Sisa Lebih Perhitur gan Anggaran (SiLPA1; 

~, Pe cairan dana ca angan; 
3. Penerirnaan pinjs 1 - J daerah; 
4. Hasil penjualan ase daer yang drpisar ... xan; 
5° Penerimaan kemba i oemberian pinjaman; ran 
6. Penerimaan piutar: g < .• aerah. 

BAB_ 
PEl\TDAHULYJAI- 

A. PEDOMAN PELAKSANP._Alf PENGELO 
KABUPATEN MALAKA 

~AivIPIF.P .. l'T Pr:;.RAri''UP-.Aft BUPA'l'I :tv1AL . . 
ITOMOR 59 TAHU!'{ 2016 
TAN . AL 2 riOVEMBER 2016 



1. .2. Dasar Hukum 
l . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4't', 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perberidaharaan Negara 
fJ .ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang J.Jomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan 
Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nornor 18, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5396); 

1+. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 558'7) 
sebagaimana telah ·lij u bah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 20 .1 S tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
undang Nornor ·_, ~ I'ahun 2014 ten tang Pernerintahan Daerah 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ; ~ 

• 

' • 

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan meliputi: 
1. Pembentukan dana cadarigan ; 
2. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah: 
3. Pernbayaran pokok utang; 
4. Pemberian pinjaman daerah. 

Penerirnaan pernbiayaan dikurangi dengan pengeluaran pembiayaari 
menghasilkan pernbiayaan netto. Pernbiayaan netto dimanfaatkan untuk 
menutup defisit anggaran dan atau dimanfaatkan untuk investasi daerah. 

Investasi adalah aset yang dimaksud untuk memperoleh manfaat 
ekonornis seperti bunga, deviden dan royalty atau manfaat sosial, sehingga 
dapat meningkatkan kemarnpuan pemerintah daerah dalam rangka 
pelayanan pada masyarakat, Investasi Pemerintah Daerah dibagi atas dua 
yaitu investasi jangka pendek dan inveatasi jangka panjang, Investasi 
jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera 
diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang 
beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. 
Sedangkan investasi jangka panjang digunakan untuk meriampurig 
penganggaran investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 
(dua belas] bulan yang terdiri dari investasi permanen dan investasi non 
~ ermanen. 

Bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka 
Tahun Anggaran 2016, Pemeriritah Kabupaten Malaka mengalokasikan 
anggaran pada pos pembiayaan yaitu investasi parmanen dala1r1 bentuk 
penyertaan modal pada PT.Bank NTT dan investasi non perrna nen dala 111 

bentuk pemberian pinjaman kredit kendaraan bagi PNS dan anggota 
DPRD Kabupaten Malaka. 

Oleh karena itu, unruk mempermudah pelaksanaannya maka 
dis usun petunjuk pelaksanaan yang secara khusus mengatur ten tang 
mekanisme dan tata cara investasi pemerintah daerah sebagai dasar 
pelaksanaan pengelolaan pembiayaan daerah. 

• 

•• 



. . 

• 

1. 4. 2ua:1g Lingkup 
Ruang lin ·up rnateri yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan 

Pengelol Pembiayaan Daerah Kabupaten Malaka ini meliputi: 
~. Pengeluaran pembiayaan untuk investasi parmanen berupa 

penyertaan modal pada PT. Bank Nusa Tenggara Timur. 
2. Pengeluaran pembiayaan untuk investasi yang bersifat non perrnanen 

berupa pemberian pmjaman kredit kendaraan bagi PNS dan Anggota 
DPRD Kabupaten i/ialaka,, 

penyertaa 11 modal 
daerah melalui pos 

e .. Sebagai acuan/rujukan dalam pengelolaan 
[investasi] daerah dan pernberian pinjaman 
pernbiayaan daerah Kabupaten Malaka. 

b. Ur.tuk menjamin terciptanya akuntabilitas dan pe1·ta11ggungjawaban 
pengelolaan keuangar, daerah dalam rangka peningkatan pelaya r1a,11 

: .3. r,,,,iaksud dan Tujuan 
Maksud dan tujuan penyusunan Pedoman Pelaksanaan 

Pengelo n Pernbiayaan Daerah Kabupaten Malaka ini adalah sebagai 
berikut: 

9. :2-e:;aturan Daeran Ka_b-.1.paten Maiaka Nomor 20 Tahun 2016 tentang 
f'4:;r~..1bahan Anggarar; Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
It/ial Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka 
Tanun 2016 Nornor 201; 

10. Peraturan Bupati Malaka Nornor -56 Tahun 2016 ten g Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Malaka Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Malaka 
Tahun 2016 Nomor ,52) 

5. ~'-"'eraturan Pemerir.tar; Nemer 58 Tarrun 2005 tentang Pengelclaan 
Ke uangan Daerah ::_..e!'11bara.r1 Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
rlomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 
4578); 

6. Peraturan Menteri .'....1a.1.am Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelo.aan Keuangan Daerah sebagaimana telah drubah 
beoerapa kali terakhir oerigan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
2: Tahun 201: ter.tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Da.am Negeri J\To:;:-£_c:r : 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daera }:; 

7. Peraturan Daerah Kecoupaten Malaka Nornor 5 Tahun 2015 tentang 
Pokok-Pokok Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Malaka p~·'ah1-1n 2015 Nomor 05, Tarnbahan Lernbaran 
:8aerah Kabupaten .i:vlalaka Nomor 02); 

8, Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 17 Tahun 2016 tentang 
Penyertaan Modal . -aeran pada Perseroan Terbatas Bank Nusa 
Tenggara Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 
I'Iomor 17, Tambahar. l .embaran Daerah Kabupaten Malaka Nornor 

,..., 1 ,....., 

·. 
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se esar p. l . 
ca vaktu 5 

• • • 

epa.Q 
I lirna 

m 

,,- al , a era· 
·ng zatkan ..... 

· aer· h ran . .._ 

refit rien e 
er· ark ..... 

odal 

• 

• 

• 
ax·1 m · Ba nk 1. TT mer upaka 11 bagian dari 

:::.:.1.ara· kan ..... apat membe · a11 kontribusi bagi 
- 2.e::a :-:5 ·,·r1en:)·era ~ - oanyak tenaga kerja lokal, 

- sa .. --:- sum er aya lokal dan member'ikan 
__ gi 1 .... ~·ar1a:: _ · - .:1susnya alam bidang per kan. 

a~,I1 m da. ... ~ a:.: sel agimana tersebut di atas dimaksudkan 
ar: · -~ ~- ... aiukan EU t) untuk pening ta11 alitas 

~ enerimaan aerah. Sedangkan tujuan 
......... a.ah : .ntuk me~1 · ngkatkan pertumbuha 1·1 ekonomi 

an kepada masyarakat dan meningkatkan 
di.aksanakan rdasarkan prinsip ekonomi 

c, ·- ,- e1a.,"ru.lan xepa a masyarakat social orienie . 
u .an aeran r mor 17 Tahun 2016 tentang 

. Ba11k N ~, .. emerint · · Daer melakukan 
. Ban ,.. TT a ... ru11 ben tuk ua 1 ig se besar 

· milr ·ar rupiah, yang dil san a11 secara 
. 00,- se uluh miliyard rupi ) per . un 

terhitung u ai t un anggaran 2016 

,., .... , - 
e ..:t B ··.:-i .... .1. 

"' .. .,. ... '-'",. cepaca r 

' , 

'- 

, 

- 
- 

' 
- 1 . ,~..,."' ~ ' 'f• -- ".,. .... . 

• • ., 
• 

• ~ "!"" "'~- . , 
\.r,,. \..!,. 

'-,. ..... naan tonomi daerah serta mendorong 
n iburuhkan dukungan pena narna r1 modal 

-:. 1::, el cla poterisi - aerah ya 11g dapat berda mpak 
~· t .. - aerah. 

·· ~emerinta:_ Nornor 58 Tahun 2005 tentang 
~.:: rnerintah ... aerah diberi keweriangan untuk 

i · pendek dan jangka panjang untuk 
· t e·-. 1~~---:. u • ial dan /ntau rnanfaat lainnya. Inventasi 

· .... i sala h s------ · ntul _ investasi jangka panja r·1g dapat berupa .... 
,. -. · ~ daerah ~-·a ~-a Badan Usaha Mili.k Daerah {BUMD) dan Zatau 

" ~ ... ( ...... ~ ... ~ p . " ah ... - : . - , " ... ~ 1 tamn; - · -a.I g · ·· 111~1K1 ~ emenn . ,)aer . 
:: ... an ,.. ~ a Iilik a erah va rig dirnaksu adalah PT. Ba nk Nusa 

: i .:.:.·'- · - - · ..... e:r 'ass rkan Peraturan Daerah Propinsi Dati I 
·1~ ur ... - rn :.. 2 Tanun 198~ yang telah beberapa ka1i diubah, 

,....,e1. ·· e.. -.~- ·-e , ·1- dari arik Pembangunan Daerah Nusa 
-- ':"':_ rur rnenia -~ ee: .ar .. Terbatas :---; Ba11k NTI dengan Pera - az1 

. i: si Daert 1'-i ·~1-~:---s-:.,. Nusa 'renggara Timur Nomor 3 Tahl1r11999. 

-- T""\"'!" ...., ! .,;'-\ 1., 
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"" embaq ·l1n Hasil Usaha 
. . a ~~ ~ 

' . 

. · a._:; rn be .uk deviden. 

• 

~""'. N'I'T wajib m~~-=--=-~Jerikan laporan pel sanaan kegiatan kepada 
Pe: ierintah Daerah berupa iapcran keuangan setel diaudit oleh n n 

" 11;•- • .. oq "' :a 11 
~ · ~ •,.. ~ . Q - - - , r ~. I !=" ... -,_,... ... ,..r'; .. ~ , ~ - ' - . 

ata 

-=<: .. pa · rrie.alui Inspektorat setiap ta hun dapat meminta auditor internal 
... : esi] atai; auditor eksterna; untuk mel . ~1ka11 penyelidika r1 dan pemeriksaan 
.erha · a~ pertanggungjawaca> P'I', Bank N .:. . Hasil pemeriksaan terse but 

- isarn paixa __ kepada Bupac rnelalui lnspektorat. 

- 

4. . .. k.; ._ ... en renca 11a usaha tersebut minimal mernuat renca11a us a, 11ra.i.a11 
:-'.1cd~~ - ~-~a rig dihasilkan, aria Iisis pcraaingan, analisis pasar, strategi us a, 
analisis fina nsial serta c5._i~am.p1ri dengan dokurnen pendu ng seperti profil - 

1 1 • • d ~_:-,.::,:-:. .. sanaa r1 da 11 ma najemen, laporan keuangan, aporan xmerja an 
:· :·cci.i:Ji-~tas serta do ,,,. . .,__e!:. hu m . 

. ~. .. .. . rt d1d , d =----'.:..:-e~:.;:s: rnenyarnpaikan -: .. .-~sul.s1, pencairan penyei aan mo. a, aeza Kepa a 
;u._ s.:~ rnelalui Kepala SK~KD dengan rnelampirkan saran dan pertimbangan 

~, ~ :; . i c:::.. .......... 0., - - .. 

I'ata cara penyertaan modal .cepada PI'. Bank N'I'T diatur sebagai berikut: 
1. S elar: perietapan A~::-{1; atau APBD Perubahan, Pemerintah Daerah 

men __ -arnpaikan pernberitahuan kepada PT. Bank N tentang rencana 
perivertaari modal daerah yang pelaksanaannya dibuat dalam perjanjian 
kerja sama antara Pemerintah Daerah derigan . Bank N . 

) . .Kenc.2IJ.2. pcnyerra.an modal dacrah mertzpakan bagian dari rericana bisrris M'. 
'·--!anK ~ ~·:-T dalam jangka ~Ja:;:1ja.ng, menengah dan tahunan. 

_ ___,. . "2_li-::.=~~ mengajukan ~s\.,.:_an pencairari dana, Direkai wajib melampirkan 
rericana usaha (busi;1-2ss plan) pernanfaatan anggaran tersebut terrnasuk 
~-::: 0_ ·e:-s~ pernbagian deviden kepada Pemerin Daerah sebagai pernilik 



Rp . 
- 

1J.r1tuk 

300.000.000,- 

ongan .. 
...... u g ke ,_ _ .......... , __ ,., ru. · ~ela£sa~n.aa..~ ... ~gas. 

- ~: uan pelak..::a.~ .... --~. _- a . .:i ~a ·ur s.et.ag~ · erikut : 
• - g,.... r S Jt: ~ ~ - P 

-· a - a '~c - - - - - e_ Jfang. . 

.,einpat) ditujukan bagi 
?ejabat Eselon II da11 III 

ei".1.e_ ~nt.a:.4 Ka~oupaten Malaka 

• _ =' _1 .araa r·1 r da 
1u.· ten : _ al aka 

• _gk· . .., 

• 
rian para 

a tau 

Oda 4 .:. ,...,., ..... r, t \ 
· I ~,._,.._.J.J.!--dL J 

ii. 
I 

-· 
< 

- . ' 

..... ersedia =::.5a~gs~s setiap bulan dalam jangka waktu 
sebagaimana .erse r-ut pada point 2 (dua) di atas; 
cersedia : e: ·---::..gg.:!lg jawab secara hu m apabila 
melunasi ;;: gr_;s" --9.,...:_ ':<re:iit beserta bunganya; 

-.: . apa [a :e_- "'-c.~ --c · -~ P ~ yang tidak diinginkan seperti meninggal 
....:.· .nia cs . lain diluar ke aaaarmya (keadaan 

= _ =- . ·~--g ersa ngkutan bersedia melunasi angsuran 
~ -~ca__ .. enunjuk ahli waris. 

_:a __ .;. . anda l enduduk \KTP) yang bersang · tan; 
. "' ida Penduduk \KTP) isteri/ suami. 

-· 
atan; 

dengan perserujuan 
- 

- - 
-· :e_~2ftar secagai P .,_,:,,~s Kabupaten :·.1s1aka yang dibuktikan dengan 

. . ~KET°">', - --"'"·~ r-.-, ~ µ , ~ . . c . J 
-- - - -- J;. - . ,: 

' 

.. ..,. . ., 
r, - -.,-. r1 F' , ::7,C:i".C~,10._ - - i;...;i,, 

... .. . . - ~ :::::. ~ C. a~ - '""'\e \I I ~ """f: ~ 
-""-- ......... ...J· ...... ---~ 

=. :::-:i:·a-: keters _g2-:. s ·i-s.? ;~ sebagai P .. JS pada Pernerintah Kabupaten 

• • 
--;: }"'"[ _,.A~~·"'·~J'·.,:·-,;:or- 

.c....__ - - oc:; D - -"'""~ - •• • 

---~:::..;;~2. p_ -~ ::~::. :·_'_....;.a kredit rnenghendaki /merk kendaraan 
--=-- ... :·,..~ ..... -.- -1--~-,:,_· .;·: nlafon kredit sebagaimana dirnaksud pada - -~ , _ , a .. _, ::-7. ........ .._~ ....... .....,.. , + "-"' ..:..c :1i. ..... ..n.....1 LLL 

• • ,,., ~· - - 
- e....,: c.:d.i :e :'.:.9:.,., ---:.~ - ·ang bersangku ta r:1. 

~ _,.... - 
"" -~-..-.~_ ..... -;,r,... ·'"'"'"'~-~- _,..._C.7"1e··!·1"'~ 1-r,-f?-,..:;1·,L- kendaraan roda 2 'dua) adalah .- c , c.. -- ~ c _ c... .._ ·-c \.J ~ _ ->J --... ..... _ . ..!.. ... __.J,,......._, ~ ....... "--4. J3;. ... _, - 

- - --- ~"'" - 

- - 
.,. - -- .. ...,. -.- 

- ... -· ...,. ~ = .. - .. - - .. - - - - 1c - - ~ .. - ~- """'e- n r,1 t't a - ' c - '-J • ~~-" ,,___ __ ....._ ~ "-"""- E - - -._ - - . -. .._.. . ....._ -. ~ 

- - -.: · · · - -~ :=,_:: z : • ;~"' :="..., ~ :,,.p -r r1 en gfu"'1. ca ra mengangsur setiap l""- :::::: .-:: ... .: c ~ .J ~........ l.. -- ..I,: 
- '-..--. "-'" - ... _ -- - - ·- L 

---·.-- --,, -·- :,-......_ -·-'""' -·2-:.C:.....:. pa.ing Iarna 36 (tiga puJuh enam) bulan 
- -- ...._ ~ £ t .:'.', c: . - - ' - - - --- ___t- 

z; - =:.: ~ :.:::a' :-=·:.-=-- ~ ~:-~·1::,a..h bunga kredit sebesar 10 °/o (sepuluh 

- 

- 20.000.000,- • 

- . - - 
-..::...-·-- 

- . 
.... -- Ji.:::. ...,, --- - - - -- ......... - - .... ~ ... ._4. .... 

-- - - ... ·- -- - -- ~ - ~-~·: - - =- .:: :: - ·'< ........ ,...; ;:i -~ n .. ~ 2- . 
,...._ .L..U.. C, ... ._t...,~~ L· - '-'- j 

- - - --- -· -~.~-- 2 dua) dirujukan bagi PNS ya11g - .1. .. - c.. c . f - .... :......t \.,..t,. c... 
- .. :. .. _ ~ ---~--- .__ :a....-:g ~<e~a,...._ca~a....11 pelaksanaan rugas-tugas - ~ 

22 ~-c ·:.: " ..--_- _.:-:_:--- ~ ::·. ier ~~:a~~ Kaaupaten Malaka, 
~ -_--c.. car .. ;;: sebagai berikut : 

"=--. e.-.::: ,-:;;--:~ ,.;;:__e::. ;·:<an setinggi-tirigginya Rp . 

~ .. . _ .... - -­ - '- ..... - 
• - 

· 1 ) D.K· I ' 
J. ti~ 

• • • ............ _ - - - - ,.__ -- - -- 
- ---- ............ ..,. _ ...... - ..... <+ .• ..i::::l~- - - ' \ . --~ .. ""' - _ ... ._ _ :-ege~: Sipil (P ~ -s) dan Anggota - - • • .._..~,~I""\~-~ .... 

i. ,._, i=:. a. ;,...r"'_;._ 
~ 

- - • • 

--- 

- - -. -- ~ 

, • 
. ii . . ' 

• 
I 

• 



Tata Cara Pernberian Pinjaman Kredit dan Pengernbalian Pinja man diatur 
sebagai berikut: 
1. Setelah penetapan APBD atau APBD Perubahan, Pernerintah Daerah melalui 

kepala SKPKD menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan SKPD 
tentang rencana pernberian pinjaman kredit kendaraan bagi PNS dan 
Anggota DPRD Kabupaten Malaka. 

2. Pemberitahuan sebagaimana tersebut pada point l (satu) disertai dengan 
persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima pinjaman 
kredit serta daftar type Zmerk dan harga kendaraan yang diperoleh dari 
perusahaan penyedia kendaraan. 

3. Pimpinan SKPD mengirimkan surat persetujuan terhadap calon penerima 
kredit disertai pilihan typej'merk, harga dan warna kendaraan. 

4. Tim kerja yang dibentuk dengan Keputusan Bupati mel kan pemeriksaa .. 11 

dan penelitian terhadap kelengkapan administrasi calon penerima pinja rnar-1 
kredit untuk kemudian merekomendasikan berhak tidaknya calon tersebut. 

5. Berdasarkan rekomendasi tim kerja sebagaimana tersebut pada point 4 
[empat] (di atas, Pemerintah Daerah rnenyurati perusahaan · penyedia 
kendaraan untuk menyediakan kendaraan sesuai pilihan calon penerima 
kredit. · 

2. Pengembalian kredit dil dengan cara mengangsur setiap 
bulan untuk jangka waktu paling lama 48 (empat puluh delapan) 
bulan atau 4 [empat] tahun atau disesuaikan dengan masa aktif 
sebagai anggota DPRD Kabupaten Malaka dan paling lama 60 (enam 
puluh) bulan ata: .. 1 5 [lirna] tahun bagi PNS Kabupaten Malaka, 
di tam bah bunga ~redit sebesar 1 O 0/o (sepuluh persen) yarig dipotong 
langsung dari penghasilan pe:r bulan anggota DPRD dan PNS yang 
bersangkutan atau lain-lain penghasilan yang sah. 

3. Apabila anggota DPRD dan PNS penerima kredit menghendaki 
type/ merk kendaraan yang nilainya melebihi plafon kredit 
sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu), maka kelebihan 
nilai/harga kendaraan tersebut menjadi tanggung jawab yang 
bersangkutan. 

4. Syarat-syarat calon penerima kredit kendaraan roda 4 (empat) adalah 
se bagai beriku t: 
a. terdaftar sebagai anggota DPRD Kabupaten Malaka atau PNS 

Kabupaten Malaka yang dibuktikan dengan foto copy Surat 
Keputusan(SK)pengangkatan; 

b. menandatangam surat pernyataan dengan persetujuan 
isteri/ sua 111i yang menyatakan bahwa : 
1. bersedia mengangsur setiap bulan dalam jangka waktu 

sebagaimana tersebut pada point 2 {dua} di atas; 
2. bersedia bertanggung jawab secara hukum apabila tidak 

melunasi angsuran kredit beserta bunganya; 
3. bersedia menjaminkan salah satu bukti sah kepemilikan hak 

baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak. 
4. bila terjadi hall-ha! yang tidak diinginkan seperti meninggal 

dunia, diberhentikan atau pergantian antar waktu dan keadaan 
lainnya diluar kekuasaannya ( keadaan kahar), maka yang 
bersangkutan bersedia melunasi sisa angsuran dengan 
menunjuk ahli waris. 

c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan; 
d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) isteri/ suami. 

• 
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.. 

g. 

6. Pemerintah Daerah rnelalui Kepala SKPKD memproses pembayaran kredit 
kendaraan kepada perusanaan penyedia kendaraan dengan mekanisme 
langsung (TjS) dilampirkan cengan dokumen pendukung sebagai berikut: 
a. Surat keterangan ax -, if sebagai Anggota DPRI} Kabupaten Malaka a tau 

Pl\TS pada Pemerintal; Ka· upater; Malaka yang ditandata ngani pirnpiriari 
SKPD dilarnpirkan dengar; foto copy Surat Kepuruaan (SK) pengarzgkatari: 

b. St, rat pernyataan penerima kredit dengan persetujuan isteri/ suami; 
c. Fote copy KTP penerirr a kredit; 
d. Fote cop)' KTP isteri/ suarr.i; 
e. Surat pemberitahuarr/ permintaan daftar merk/ e dan harga kendaraan 

dari _ emerintah Daeran kepada perusahaan penyedia kendaraan; 
~· Surat balasan dari perusahaan penyedia kendaraan yang mencantumkan 

daftar merk/ e dan harga kendaraa 11; 

perusahaan penyedia kendaraan sesuai merk/ L e da 11 harga pilihan 
nenerima kredit: 
~ , 

- Surat dazi peruse.naan penyedia keridaraan tentang kesediaan 
mengadaka r1 kendaraan sesuai merk/ type yang telah disepakati. 

'_1• Kepala SKP rnemberikan nota pengantar bagi penerima kredit u11t,.1k 
urusan transaksi lebih lanjut dengan perusahaan penyedia kendaraa n. 

8 . Penyetoran kembali pinjarnan kredit beserta bunganya dil , . an mulai bulan 
ber.kutnya melalui bendahara SKPKD, untuk selanjutnya disetorkan ke kas 
daerah sebagai penerimaar; pernbiayaan daerah. 

9 . Apabila penerima kredit 'c.cak memerruhi kewajiban penyetoran sebagaimaria 
tersebv.t pada point 8 (de.apan, di atas, maka dikenakan denda sebesar 2 °/o 
'dua persen] dari nilai yang disetorkan setiap bulan keterlambatan; 

~O. Denda keterlambatan sebagairnana tersebut pada point 9 [sernbilari] di atas 
rnerupaka 11 bagia 11 dari penerimaan Daera 11. 

11. Penerima kredit yang tidak memenuhi kewajiban penyetoran sebagaimana 
tersebut pada point 8 (de.apan] selama 2 (dua) bulan be · rut-turut atau tidak 
'oerturut-turut diberikan surat peringatan pet tama dalam jangka w · · paling 
.ama 7 ~~uj ) hari seteiar; tanggal jatuh tempo. Apabila setelah diberikan 
peringatan pertama, penerirna kredit belum memenuhi kewajiba nnya maka 
d.berikan surat peringatsz; kedua paling lama 14 (empat belas) hari setelah 
tangga. jaruh tempo sebagaimana tersebut pada surat peringa pertama, 
dan apabila setelah diberikan peringatan kedua, penerima kredit belum juga 
mernenuhi kewajibannya rnaka diberi surat peringa , ketiga paling la ma 
21 {dua puluh satu) hari setelah tanggal jatuh tempo sebagaima na tersebut 
pada surat peringatan kedua. 

: 2. P. ... pabila setelah 3 tiga) ka ... i diberikan surat peringatan se bagaimana terse but 
pada point 11 sebelas), ye1-:erima kredit tidak memenuhi kewajibannya m a 
Pemerintah Daerah rnelaiui Kepala SKP1{D mela _ kan penarikan kendaraan 
untuk selanjutnya diberixan kepada PNS/ar1ggota, ,PRD atau pih lain yang 
rnernen . ..,~41i syarat dan ber ·edia melanjutkan kredit. 

~ 3. rr1:;r!:lad&.¥=, pembayaran a. ,.5s re,_ lrredit yru--ig telah di1akukan oleh penerima 
·credit se-,Jt:lum kendaraac · ilak kan pena!"iKan, tidak dapat dikembalikan 

. xarena dikompensasikar.1. -:; : c1.ga: !1ilai atas oemanfaata.11 kendaraan tersebut 
~ 

sebelum dil ka11 per1.at-:~~_:,?.tL. 
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Pen .... eriritah Daerah secara berkesina mbungan berupaya meriingkatkan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah antara lain melalui investasi 

undangan. Sal satu bentuk investasi jangka panjang yang bersifat parmanen 
adalah penyertaari modal ke ada Badan U sai11.a Milik Daer ... Sedari i. salah - 
satu berituk investasi jangka panjang non parmarien adal penyediaari edit 
keridaraa ermotor. 

P(~ .nerintah Kabupaten Mataka telah rnengalokasikan anggaran dalarn 
Perubar an APBD Tahun Anggaran 2016 dalam pas pembiayaan 1J11tuk 

penyertaan modal daerah ~ ada ~ ·. Bank N ,.. dan pernberian edit kendaraan 
bag: pegawai ASN dan anggota DPRU Kabupaten Malaka. Seh uburigan derigan 
i ~' maka ditetapkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedornan 
Pelaksanaan Pengelolaan Pembiayaan Daerah KabupatenMal a. 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, · a11 diatur lebih 
lanjut oleh SKPD pelaksana kegiatan dengan mempedornani Peraturan Bupati 
ir i dan keten tuan lainnya. 

Demikian Peraturan , , upati ini disusun sebagai acuan ruj a.n dalam 
~ elaksanaan pengelolaan pernbiayaan daerah xang efisien, efektif transpara 11: 

akun tabe! dan dapat dipertanggungjawabkan .. 

BAB IV 
PEI\IUTUP 
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Pangkat 

Mengetahui: 
Pimpinr .. 1 SKPD , 

NIP. 
• ~ ~ • • e e • • 0 0 • 0 e • e • e e e • O • • e • • e • • • e O e • e e • 

Bendahara Gaji, 

.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ 0 • ~ • • • ~ • • • • • • ~ • • .io., ~ , . 

meterai 6. 000 

Yang Menyatakan, lv enyetujui Isteri/ Suami 

Betun, 20 . 

semestmva. 

kernbali pinjaman kredit kendaraan bermotor roda 2 (dua) type/merek . 
dari Perr erintah Daerah Kabupaten Malaka rnelalui pemotongan gaji dan lain- 
lain pengnasilan yang sah setiap bulan selama ( ) bulan 
dengan a11gsuran se besar I~p. . , - ( · · · ·) · 
Pernotongan dimaksud terhitung sejak bulan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sampai denga 11 

bulan Saya bersedia bertanggungjawab secara hukum apabila 
saya tidak melunasi angsuran kredit beserta bunganya, dan apa bila terjadi hal­ 
hal yang tidak diinginkan pada diri saya (meninggal dunia atau diberhentikan) 
sebelurn berakhirnya masa angsuran kredit, maka sisa kewajiban tersebut 
menjadi tanggungjawab saya atau ahli waris yang saya tunjuk. 
Dernikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan 

1'ang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama · • • • • • • • • • • • • • ' • • • • • • • • ~ ~ ) 0 ~ • • • • • 0 • O O O O O e O O o o e e e O e O 6 O o O e , O ~ o O O o O o o o a O O O e O O O O O O O O O O o o o O O O O • • • • • O • • • • • • • 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • • ff • ~ 0 ' ~ n , 0 • 0 0 0 e $ I O ' 0 0 I o O O o O O O , 0 ~ ' 0 0 0 0 0 0 I 6 0 ~ D O O p O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O & 0 0 0 0 0 O O • O • 

Alamat · 0 0 0 0 • • • 0 • 4 • 0 0 0 • 0 0 D O O O o .• ., , O ~ O? O O O o O 6 0 0 0 0 ~ ~ ~ 0 ~ 0 0 0 0 O ~ 0 0 0 0 $ 0 0 O O O o O O o o o O O O O O o o o O O O O O O O o O o 6 0 0 o O o o O O O O O O 6 6 
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